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WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMUI.LIH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
' 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku kepala
pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan  keuangan daerah dan  mewakili
= pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah
serta dalam rangka meningkatkan Kinerja Pejabat
Eselon ILIILIV, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Prabumulih
serta untuk peningkatan pelaksanaan pelayanan yang
optimal dan maksimal, maka dipandang periu
diberikan Tunjangan Kinerja Daerah untuk Pegawali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan

Kinerja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor ©6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);




4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimanan
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KINERJA
DAERAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

C.

Kota adalah Kota Prabumulih;

Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih ;

Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil
Negara yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan
Pemerintah Kota Prabumulih

Calon Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat CASN adalah Calon
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas/Badan/ Kantor/Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih; X

Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut TKD adalah
tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu
produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan
kemampuan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih.;

Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan yang selanjutnya disebut ASN
yang diperbantukan adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan
tugas diluar Instansi Induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi
Induknya;

Absensi Elektronik adalah bukti hadir masuk dan pulang kerja bagi ASN
di kantor melalui perekaman secara elektronik;

Hari Kerja adalah hari yang digunakan ASN untuk bekerja selama S
(Lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;

Cuti Kerja adalah hak ASN untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh
Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :
a. Meningkatkan Kinerja, Pejabat Eselon ILILIV , ASN dan Calon ASN;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
c. Meningkatkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon ASN;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

TKD diberikan kepada :

Pejabat Eselon ILIII dan IV di Pemerintah Kota Prabumulih

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Calon Aparatur Sipil Necgara (Calon ASN)

Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan pada Instansi di
Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. '

poop
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Pacal 4

TKD tidak diberikan kepada :

a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinon aktifkan atau
ASN yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana.

b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat

c. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas
tugas untuk menjalani persiapan pensiun

Pasal 5
TKD ditetapkan sebesar :
a. Pejabat Eselon Il.a : Rp.10.000.000,-/ Bulan/ Orang
b. Pejabat Esolon IL.b : Rp.. 5.000.000,- / Bulan / Orang
c. Pejabat Eselon Ill.a : Rp. 2.550.000,- / Bulan/ Orang
d. Pejabat Eselon IIL.b : Rp. 2.550.000,- / Bulan/ Orang
e. Pejabat Eselon 1V.a A Rp. 1.980.000,- / Bulan/ Orang
f. Pejabat Eselon IV.b x Rp. 1.750.000,- / Bulan/ Orang
g. Golongan IV : Rp. 1.650.000,- / Bulan/ Orang
h. Golongan III g Rp. 1.400.000,- / Bulan/ Orang
i. GolonganII, I i Rp. 1.282.500,- / Bulan/ Orang
Pasal 6

Khusus Untuk TKD bagi ASN Fungsional di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Guru Tk, Guru SD dan
Guru SMP ditetapkan besarannya sebagai berikut:

a. Golongan IV . Rp. 880.000,- / Bulan/ Orang

b. Golongan III : Rp. 710.000,- / Bulan/ Orang

c. Golongan II : Rp. 640.000,- / Bulan/ Orang
Pasal 7

Pembayaran TKD dikenakan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang

dihitung dari jumlah besaran Tunjangan Kinerja Daerah dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II, III dan IV golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh Psl.21) sebesar 15% ( lima belas persen ).

b. Pejabat Eselon III dan IV golongan III dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh Psl.21 ) sebesar 5% (lima persen Ja

c. ASN Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Psl. 21) sebesar
15% (lima belas persen).

d. ASN Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Psl.21) sebesar 5%
( lima persen ).

e. ASN Golongan II dan I tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh psl.21).

Pasal 8

(1) TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Infaq
Pembangunan yang dikelola oleh BAZNAS Kota Prabumulih, dengan
~ " besaran sebagai berikut:
a. Pejabat Eselon ll.a : Rp. 167.000,-
b. Pejabat Esolon IL.b : Rp. 167.000,-
c. Pejabat Eselon Ill.a : Rp. 127.500,-
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d. Pejabat Eselon III.b : Rp. 127.500,-
e. Pejabat Eselon IV.a : Rp. 127.500,-
f. Pejabat Eselon IV.Db . Rp. 127.500;-
g. Golongan IV : Rp. 127.500,-
h.Golongan III i Rp. 67.500;-
i. Golongan Il dan I : Rp. 32.500%

(2) Besaran Potongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai
Berikut:

a. Golongan IV : Rp. 127.500,~

b. Golongan III : Rp. 67.500,-

c. Golongan Il dan [ :Rp:. 32.500) -~
BAB IV

SYARAT PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

(1) TKD dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
(2) Khusus untuk bulan Desember, TKD dibayarkan paling lambat pada

akhir bulan berkenaan,;

(3) Setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan
absensi elektronik yang berfungsi sebagai daftar hadir masuk kerja dan
pulang kerja;

(4) Mengingat tingginya intensitas pekerjaan kedinasan yang harus
diselesaikan diluar kantor, untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah dan Staf Ahli tidak diwajibkan untuk absensi elektronik;

(5) Waktu melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi

elektronik berikut:
a. Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu:
1. Pagi Jam 06.00 sampai dengan jam 07.30 WIB; dan
5. Sore Jam 16.00 sampai dengan jam 18.00 WIB
b. Hari Jumat yaitu:
1. Pagi Jam 06.00 Sampai dengan jam 07.30 dan
2. Sore jam 16.30 sampai dengan jam 18.00
(6) Untuk ASN yang melaksanakan tugas tertentu di Bidang Pelayanan
Publik dan tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan
sistem shift, jam kerja disesuaikan dengan ketentuan yang

diberlakukan oleh OPD yang bersangkutan;
(7) Jam kerja pada Bulan Ramadhan mengacu pada ketetapan yang dibuat
oleh Pemerintah;

Pasal 10

Pemberian TKD dikenakan potongan apabila :
a. Keterlambatan Masuk Kerja

b. Pulang Kerja lebih awal

c. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan

d. Tidak Masuk Kerja dengan Keterangan

e. Tugas Belajar
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Pasal 11

Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
apabila ASN melakukan rekam waktu masuk kerja melebihi dari batas
waktu absensi elektronik dikenakan potongan tunjangan 0,5% per hari.
dan pulang kerja lebih awal sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
apabila ASN melakukan rekam waktu pulang kerja lebih awal dari batas
waktu absensi elektronik dikenakan potongan tunjangan 1% per hari.

Pasal 12

Apabila ASN masuk kerja tetapi tidak melakukan rekam kehadiran baik
masuk kerja dan pulang kerja dikenakan potongan 1,5% per hari, dengan
dibuktikan Surat Keterangan atasan langsung bahwa ASN tersebut pada
hari itu bekerja tetapi tidak sempat rekam kehadiran.

Pasal 13

(1) Kriteria ketidakhadiran kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf ¢ meliputi:

a. Tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari atasan.

b. Sakit tanpa keterangan dokter.

c. Melaksanakan rekam kehadiran tetapi tidak berada di ruang
kerja/atau meninggalkan ruang Kkerja tanpa ada keterangan /atau
izin atasan.

(2) Ketidakhadiran Kerja Tanpa Keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a,b dan c, dikenakan potongan 4 % per hari.

(3) Tidak masuk kerja dengan alasan izin dan melampirkan surat
keterangan kurang atau sama dengan 3 (Tiga) hari dikenakan potongan

2% per hari.

Pasal 14

ASN yang sedang menjalankan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), Diklat PIM, Diklat Fungsional dan Diklat

Teknis lainnya sebagai berikut:

a. Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan selama 1 (satu) bulan sampai
dengan kurang dari 6 (enam) bulan dikenakan potongan 25% dari TKD.

b. Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan selama 6 (Enam) bulan atau
lebih tidak mendapatkan TKD.

c. ASN yang melaksanakan tugas belajar tidak diwajibkan melakukan
perekaman kehadiran.

d. TKD akan dibayarkan apabila PNS telah selesai menjalankan tugas
belajar dan melapor ke atasan.

BAB V
CUTI KERJA
Pasal 15

Selain pemotongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
pemotongan dapat dilakukan terhadap ASN yang menjalani hak cuti.
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Pasal 16

(1) ASN yang menjalani hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan TKD.

(2) ASN yang menjalani hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dan melebihi batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja dan dikenakan
pemotongan sebesar 4% per hari.

Pasal 17

Pembayaran TKD dilakukan dengan cara mengajukan Permintaan

pembayaran yang ditujukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Prabumulih, dengan melampirkan data penunjang sebagai berikut :

Rekap permintaan TKD dari masing masing OPD

Daftar Nama-Nama Perierima Tunjangan Kinerja Daerah.

Daftar Tanda Terima Tunjangan Kinerja Daerah.

Untuk Sekretaris Daerah, seluruh Bagian di Setda merekap pagawainya

masing-masing lalu di serahkan ke Bagian Umum untuk di rekap

menjadi TKD Sekretariat Daerah.

e. Untuk Dinas Kesehatan merekap permintaan TKD  seluruh ASN
meliputi ASN Dinas Kesehatan dan ASN di Puskesmas Kota Prabumulih

f Untuk Dinas Pendidikan merekap gaji TKD ASN meliputi ASN Dinas
Pendidikan, Guru TK, SD dan SMP di Kota Prabumulih.

g. Untuk Kantor Kecamatan merekap permintaan TKD seluruh Pegawai
ASN Kecamatan dan ASN Kantor Kelurahan diwilayah Kecamatannya.

h. Rekap Untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf
Ahli direkap oleh Bagian Umum Setda Kota Prabumulih;

. Melampirkan absensi bulan bersangkutan;
j. Surat Pernyataan Tanggung J awab Mutlak;

aeop

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota
Prabumulih, maka Pembayaran TKD diberikan sampai dengan terbitnya

surat keputusan mutasi.

(2) Bagi ASN yang diperbantukan di Pemerintah Kota Prabumulih tidak
diberikan TKD;

(3) Bagi ASN Kota Prabumulih yang diperbantukan ke Daerah Lain tetap
diberikan TKD

(4) Besaran TKD untuk setiap bulan dihitung dengan rumusan :

TKD setiap Bulan = XTKD - ( ZTKD x Total % Ketidakhadiran Kerja -—PPE‘

21 -Baznas)

Keterangan :
TKD Setiap Bulan = Tunjangan Kinerja Daerah °
ZTKD = Jumlah Tunjangan Kesejahteraan Daerah ASN satu

bulan
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 April 2018

. Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

W,

H.M.KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR 26



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
:2¢ TAHUN 2018

NOMOR

TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DAFTAR PERHITUNGAN

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

TAHUN ...
SKPD/UNIT
KERJA
BULAN
GOL/ |JUMLAH| PPh POT. |
NO ?ILM}P A\l ESELO | TKD | Pasal | BAZNAS | KEHADI ‘;%nl’;lé?g fﬁ;ﬂ
N PNS 21 RAN |
1| 2 3 a 5 5 7 3 9
JUMLAH
Prabumulih, 2018
PENGGUNA ANGARAN/KUASA PEMBUAT DAFTAR
PERHITUNGAN

PENGGUNAN ANGGARAN

--------------------------------------

............................



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
(NAMA SKPD )

. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ' B e venm bn TR SR

NIP

...................

Jabatan ¥ o on B R

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1,

Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja

Daerah ASN Kota Prabumulih bulan.................. Bag. ... (Nama
SKPD/Unit Kerja)............. . telah dihitung dengan benar dan
berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor :........... Tahun
2018 tentarig Tunjangan Kinerja Daerah 5.7 10 1 O — (Nama
SKPD/Unit Kerja)............

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
Tunjangan Kinerja Daerah tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

Prabumulil, o 2018
PA / KPA

Meterai
Rp. 6.000,-

NAMA
NIP




